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ABSTRAK 

Persoalan tentang aborsi dimasyarakat akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan, 
karena hal ini dipicu oleh berbagai peristiwa yang menggoyahkan kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa. Hal ini muncul karena banyak berita-berita mengenai 
aborsi yang sering menghiasi media masa, yang memberitahukan terjadinya aborsi 
dalam masyarakat. Perlu diketahui penyebab dan motif perempuan yang berniat 
menggugurkan kandungannya. Adanya kehadiran janin yang tidak diinginkannya 
oleh sang ibu menjadi penyebab utamanya melakukan aborsi. Karena hal tersebut 
perempuan yang mengandung janin yang dirasa hanya akan menambah beban hidup, 
ada pula pengguguran kandungan yang disebabkan karena mengandung diluar 
pernikahan. Pada dasarnya aborsi tidak boleh dilakukan dalam hal atau bentuk 
apapun. 

Respon dari pandangan hukum Islam secara khusus al-Qur’an melarang 
membunuh. Ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi dasar larangan terhadap pembunuhan 
sesama manusia, termasuk janin yang sejak terjadinya pembuahan tanpa alasan yang 
dibenarkan. Dengan adanya suatu kebijakan maka hukum aborsi bisa dilaksanakan 
dengan alasan yang bisa dibenarkan. Permasalahan yang telah terdapat dalam KUHP 
yang diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan Pasal 349. Dalam pasal ini aborsi 
dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, berbeda dengan halnya Undang-undang 
No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana Undang-undang tersebut 
membolehkan melakukan aborsi dengan catatan ada indikasi medis dari para dokter 

Karena kajian ini merupakan suatu kajian hukum maka pendekatan yang telah 
digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mengkaji 
dan menelaah sumber-sumber hukum yang telah ada, baik dalam hukum pidana Islam 
maupun dalam hukum pidana Indonesia. 

Dengan adanya hal tersebut, hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia 
tidak membolehkan adanya praktik aborsi, akan tetapi hal tersebut tidak mutlak 
dilarang, karena tanpa aborsi jiwa sang ibu tidak bisa terselamatkan nyawanya, tetapi 
dalam melakukannya harus disertakan para ahli medis profesional yang sudah benar-
benar bisa menjalankannya. 
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MOTTO 

“Satu peluru hanya bisa 
menembus satu kepala, tapi satu 

tulisan bisa menembus ribuan 
bahkan jutaan kepala” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman 

transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan 

Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:  

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan 

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan 

sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut: 

 Alif - Tidak dilambangkan ا

 Bā’ b Be ب

 Tā’ t Te ت

ā’ s� ث Es (dengan titik di atas) 

 Jīm j Je ج

 ā’ h ha (dengan titik di� ح

bawah) 

 Khā’ kh Ka dan ha خ

 Dāl d De        د

Żāl Ż ذ Zet (dengan titik di atas)

  Rā’ r Er ر

 Zā’ z zet ز

  Sīn s Es س

 Syīn sy Es dan ye ش

  Es (dengan titik di� ād� ص

bawah) 
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  De (dengan titik di� ād� ض

bawah) 

� ā� ط Te (dengan titik di 

bawah) 

  Zet (dengan titik di� ā'� ظ

bawah) 

  Koma terbalik (diatas)� Ain' ع

 Ghain g Ge غ

 Fā' f Ef ف

 Qāf q Qi ق

 Kāf k Ka ك

 lām l El ل

 mīm m Em م

 nūn n En ن

 Wāwu w We و

 Hā' h Ha ه

 hamzah ' Apostrof ء

 Yā' y Ye ي

 
2. Vokal 

a. Vokal tunggal:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fathah A A 

 ِ Kasrah I I 

 ُ Dammah U U 
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b. Vokal Rangkap: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai a-i ي

 Fathah dan و

Wawu 

Au a-u 

Contoh : 

 hāula.....حول                                            kaifa.....کيف

 

c. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda Nama Huruf 

Lati

n 

Nama 

1 Fathah dan alif Ā A dengan garis di 

atas 

َ ي Fathah dan ya Ī A dengan garis di 

atas 

Kasrah dan ya Ū ي I dengan garis di atas 

 Dāmmah dan وُ

wawu 

Ū U dengan garis diatas 

Contoh: 

 qīla.........قيل                              qala.....قل

 yaqūlu......یقول                         rama......رمي

 

3. Ta Marbutah 

a. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t" 

b. Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h". 

c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan 

bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h". 
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Contoh: 

 fāl�Raudāh al-A.......روضة الاطفال

 al-Madīnah al-Munawwarah........المدینة المنورة

 Syajarah..................شجرة

 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik 

ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

لنزّ ....Nazzala 

برّال .....Al-birru 

 

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan 

dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". 

Contoh: 

 Al-qalamu.........القلم

 Asy-syamsu.......الشمس

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterasi huruf 

kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan 

dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 

kapilal,kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh: 

رسول إلا محمد وما ..........Wa mā Muhammadun illā rasūl 
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KATA PENGANTAR 
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.أجمعين لاحول ولاقوة إلاباالله العلي العظيم وصحبهوعلى أله , نبياء والمرسلين  
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Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Fathorrohman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing I, yang selalu 

memberi arahan dalam penyusunan Skripsi 

5. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M. Hum selaku Pembimbing II yang memberi 

masukan dan saran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Belakangan ini masalah aborsi begitu pelik dalam kehidupan ini sejak 

zaman dahulu hingga sekarang. Dalam hal ini tidak ada fungsi lain yang 

mendorong untuk melakukan atau mendorong timbulnya untuk melakukan 

aborsi. Dalam hal ini begitu banyak yang melakukan aborsi karena 

ketidaksiapannya mengandung, kejadian tersebut terjadi karena mungkin 

kurangnya bersosialisasi melakukan hubungan intim seperti apa yang telah 

terjadi saat ini. 

Mahajir Darwin dalam Pusat Penelitian UGM dalam Round Discussion, 

tentang Aborsi, Usia Kawin dan Pengaruhnya terhadap fertilisasi yang 

diadakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

mengatakan :  

...ketika hukum tidak memberi tempat bagi pelayanan aborsi yang 
aman, maka para perempuan yang mengalami kehamilan tanpa 
dikehendaki terpaksa ke bidan atau dukun aborsi yang tak kompeten. 
Akibatnya, komplikasi kesehatan atau bahkan kematian mengancamnya.1 

 

                                                 
1 2 juta Perempuan Per Tahun Lakukan Aborsi. Harian Terbit  Jumat 23 Mei 2003, 

hal. 8 kolom 1-5. 
 



2 
 

Selanjutnya menurut Muhajir Darwin, bahwa angka kematian maternal 

di Indonesia adalah tertinggi di Asia yaitu sekitar 11% diantaranya karena 

pertolongan aborsi yang tidak aman2.  

Sementara dari data peneliti lainnya, sebagimana yang dilaporkan oleh 

Azrul Azwar, sebagai Ketua Pengurus Harian Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia (PKBI), menunjukkan bahwa angka kematian akibat 

aborsi tidak aman yaitu dengan melakukan minum jamu, dukun, dan 

sebagainya tergolong masih tinggi. Bahkan menurut pendapatnya, angka 

aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta pertahun dalam kasus aborsi. 

Diantaranya merupakan kematian ibu hamil yang mencapai 11-13% yang 

disebabkan oleh aborsi3. 

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Yogyakarta mengatakan, 

bahwasannya tindakan aborsi yang dilakukan oleh pelaku termasuk tindakan 

mal praktik. Karena ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter 

yang dalam pratiknya tahu hal tersebut tidak boleh atau dilarang tetapi tetap 

dilakukan. Di satu sisi lain, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Apabila tetap melakukan kejahatan 

                                                 
2 Data tahun 1995 menunjukkan dari 600.000 perempuan meninggal karena 

kehamilan dan persalinan. Dari angka itu 66.000 perempuan meninggal karena aborsi. 
Sementara Zarfel Tafal dari FK UI dan aktif di PKBI mencatat dari pengalaman praktiknya di 
sebuah klinik di Jakarta ada kecenderungan permintaan aborsi semakin meningkat. Tahun 
1999 sekitar 100.000 perempuan, namun tahun 2000-an sudah menjadi 200.000-an lebih di 8 
klinik. Lbid. 

 
3 Mudhofar Badri dkk, Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, cet. I, 

(Yogyakarta: YKF dan The Ford Foundation, t.t), hlm. 237. 
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aborsi, berarti dokter yang melakukan dan institusi yang menyelenggarakan 

telah melanggar  sumpah dokter dan Undang-Undang yang berlaku. 

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada 

masyarakat. Aborsi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang “tersembunyi” 

karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat masyarakat, bahkan 

cenderung malah ditutup-tutupi oleh pelaku maupun oleh masyarakat, bahkan 

mungkin oleh Negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan 

nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. 

Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi perspektif 

legalistic-normatif maupun sosiologis-psikologis. Dalam kedua perspektif 

tersebut memiliki implikasi yang berlainan. Akan tetapi, adanya klaim 

kebenaran (truth claim) yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik 

pidana, dan harus dihukum. Sementara disisi lain, komposisi sosiologis-

psikologis pelaku aborsi dianggap dipertimbangkan karena berdasarkan relasi 

gender atau hak yang sama bagi laki-laki. Kedua pendapat ini menempatkan 

persoalan aborsi dari kacamata psikologis dan karenanya merupakan bagian 

dari Hak Asasi Manusia (HAM). 

Secara hukum aborsi diatur dalam KUHP Pasal 299, 346, 347, 348, dan 

Pasal 349 dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada intinya pasal-

pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang 
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melakukan tindakan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan 

baik secara langsung ataupun tidak langsung4. 

Pada intinya hukum formal yang mengatur masalah aborsi menyatakan 

bahwa pemerintah Indonesia melarang aborsi. Pengecualian diberikan jika 

indikasi medis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No. 

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 15 dan Pasal 80. Selain hal tersebut, 

masalah aborsi juga terkait dengan Sumpah Dokter Indonesia yang antara lain 

menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan. 

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, tinjauan di atas dengan 

demikian menjadi pelik yang membutuhkan kerangka hukum yang jelas. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan hak-hak hidup manusia. 

Disamping fenomenalnya, pembahasan aborsi dari perspektif Hukum Pidana 

Indonesia ini, persoalan aborsi tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama 

karena agama memiliki prinsip yang universal dalam fenomena kehidupan 

umat menusia, agama juga memuat doktrin-doktrin yang secara tegas 

memberikan pembelaannya terhadap hak-hak hidup manusia. 

Dalam tradisi Islam misalnya, menyebutkan bahwa hak hidup seseorang 

terlindungi. Karena, siapapun orangnya mempunyai hak untuk menikmati 

kehidupan. Muhammad Abu Zahrah, ilmuwan Ushul Fiqh menyatakan bahwa 

                                                 
4 Dewi Indraswati, “Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus” dalam 

Hasyim, S, Menakar ‘Harga Perempuan”. (Jakarta: Mizan,1999), hlm. 132. 
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ajaran Islam pada dasarnya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima 

hal, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta5. 

Pada sisi lain, Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia 

ketika berlatih lahir kedunia dan terus melangsungkan interaksi sosial dengan 

lingkungan sekitarnya. Disamping sebagai makhluk sosial, manusia juga 

memiliki karakteristik yang fundamental yakni sebagai makhluk religius dan 

monoteis, makhluk yang beragama dan percaya kepada ke-esa-an Allah 

SWT6. 

Jumhur ulama’ mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi’iyah, dan 

al-Hanabilah misalnya, tergolong ulama-ulama fiqh yang melarang aborsi atau 

pengguguran. Keempat imam tersebut melarang aborsi pada setiap 

pertumbuhan janin dalam abortus provocatus criminal atau al-Isqăth al-

Ikhtiyăr. Sementara Ulama-ulama kontemporer, Muhammad Syaltut dan 

Yusuf al-Qardawi membolehkan aborsi yaitu dalam keadaan terpaksa karena 

kalau tidak dilakukan aborsi akan mengakibatkan keselamatan ibu yang 

sedang mengandung7. 

 

 

                                                 
5 Muhammad Abu Zahrah, U�hūl al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t), hlm. 

220. 
 
6 Al-A’raf (7): 172. 

 
7 Saifullah, “Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)” dalam 

Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hlm. 
142. 



6 
 

B. Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana hukum melakukan aborsi dalam hukum Islam dan hukum 

pidana Indonesia? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum aborsi dalam hukum 

Islam dan hukum pidana Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia tentang 

aborsi. 

b. Mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan 

hukum Positif Indonesia tentang aborsi. 

2. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat memberikan pengertian 

dan pemahaman tentang kejahatan aborsi. 

b) Manfaat Praktis  

Memberikan penjelasan ilmu dibidang hukum, terutama 

tentang hukum aborsi pada masyarakat maupun kaum intelektual 

sehingga bisa memberikan manfaat. 
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D. Telaah Pustaka 

Hukum Islam yang telah menjadi sesuatu yang krusial dan sangat 

menarik untuk diikuti perkembangannya. Terlebih dalam kontek fiqh 

Indonesia, hukum Islam setidaknya memperhatikan berbagai faktor sosial 

beragama, dan mazhab-mazhab fiqh yang menjadi kiblatnya serta litratur-

literatur yang terkait. 

Begitupun hukum Pidana Indonesia, yang lebih dikenal dengan 

hukumnya Indonesia, sejatinya dapat memahami dan mengakomodasi 

hukum Islam, sebagaimana menjadi hukum yang hidup ditengah 

masyarakat Indonesia sendiri. Itulah sebabnya, studi-studi tentang aborsi 

dan tema mengenai kesehatan dan hak reproduksi yang banyak dilakukan 

oleh sejumlah intelektual dan akademisi sepantasnya menjadi rujukan bagi 

studi penelitian ini. 

Kajian yang cukup kontroversi mengenai aborsi dalam 

hubungannya hak reproduksi perempuan dapat ditemukan dalam karya 

Masdar F. Mas’udi yang dalam bukunya, mengatakan persoalan-persoalan 

hak mendasar yang dimiliki perempuan. Dengan pendekatan analisis 

diskursus, Masdar ingin menawarkan perspektif baru dalam memahami 

relasi Islam dan Gender8. 

Kajian mengenai aborsi bisa dikemukakan melalui karya berupa 

penelitian skripsi, yang antara lain; skripsi Hidayah yang berjudul 

Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi 
                                                 

8 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: Mizan, 
1997). 
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dalam Ber-KB9, dan penelitian skripsi yang dilakukan Rahmah dengan 

judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin cacat dalam 

Keluarga”10.  

Nursatiyah Situmorang, dalam skripsinya “ Pandangan Mahasiswa 

UIN Yogyakarta Fakultas Syari’ah Terhadap Fatwa MUI No. 4 Tahun 

2005 Tentang Aborsi” yang bahwasannya kebolehan aborsi yang di 

fatwakan MUI ada batasannya, yakni sebelum usia janin mencapai 40 

hari.11 

Husaein Erizona, dalam skripsinya “Aborsi Menurut Majlis Tarjih 

Muhammadiyah dan lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama” 

menjelaskan bahwa pengambilan hukum aborsi sama-sama 

mengedepankan kemaslahatan yang tergabung dalam al-Masalih al-

Haqiqiyat atau ushul al-Khamsah yang bermaksud untuk mengatur seluruh 

perilaku kehidupan manusia supaya hidup lebih bermaslahat dan 

bermanfaat.12 

Ahmad Mustofa, dalam skripsinya “Aborsi karena Diagnosis 

Penyakit Janin (studi pemikiran Yusuf al-Qardawi”, bahwasannya alas an 

                                                 
9 Hidayah, Pandangan Hukum Islam terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi 

dalam Ber-KB,Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2002. 
 
10 Rahamah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi Janin Cacat dalam Keluarga, 

Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2002. 
 
11 Nursatiyah Situmorang, Pandangan Mahasiswa UIN Fakultas Syariah terhadap 

Fatwa MUI No. 4Tahun 2005 tentang Aborsi, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN 
Sunan Kalijaga, 2009. 

 
12 Husein Arizona, Aborsi Menurut Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan 
Kalijaga, 2009. 
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yang digunakan oleh Yusuf al-Qardawi dalam menetapkan status hukum 

boleh dan tidaknya aborsi itu dilakukan adalah memakai Maqāsid asy-

Syari’ah saja.13 

Ali Sofyan, dalam skripsinya “Tinjauan hukum Islam terhadap 

Aborsi Jenis yang Terindikasi  HIV/AIDS”, menjelaskan bahwa 

pelaksanaan aborsi janin yang terindikasi HIV/AIDS ini boleh dilakukan 

ketika usia kehamilan kurang dari 40 hari sebelum ada wujud yang 

sempurna, dan sebaliknya dilarang ketika usia kehamilan sudah lebih dari 

40hari disebabkan karena telah terjadi kehidupan baru dalam rahim dan 

pengguguran kandungan pada usia janin lebih dari 40 hari maka dihukumi 

pembunuhan terhadap manusia.14 

Beberapa hasil penelitian di atas telah banyak dilakukan penelitian 

terkait tentang aborsi, baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam 

melakukan aborsi dan menurut pandangan-pandangan majlis-majlis yang 

telah ada. Namun belum ada satupun yang menunjukkan secara rinci 

komparasi aborsi dalam pandangan hukum Islam dan hukum Pidana 

Indonesia. 

 

 

 

                                                 
13 Ahmad Mustofa Kamal, Aborsi Karena Diagnosis Penyakit Janin “Studi 

Pemikiran Yusuf al_qardawi”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 
2009. 

 
14 Ali Sofyan,  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aborsi Jenis yang Terindikasi 

HIV/AIDS, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009. 
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E. Kerangka Teoritik 

Kontroversi tentang aborsi, pengguguran kandungan (dalam bahasa 

fiqh disebut dengan al-ijhad atau isqāth al-haml) yang telah mendapat 

perhatian cukup serius. Ada kesepakatan dari para ahli fiqh pada larangan 

aborsi setelah lewat empat bulan. Lebih 120 hari usia kehamilan diyakini 

oleh mereka telah terjadinya kehidupan manusia secara penuh, karena 

pada saat tersebut roh ditiupkan kedalamnya, berdasarkan hadits Nabi 

Muhammad SAW15. 

Aborsi yang sudah memasuki bulan keempat hukumnya haram dan 

merupakan suatu tindakan pidana terhadap makhluk yang sudah nyata 

wujudnya dan dikenai sanksi hukum berupa diyat (denda pembunuhan). 

Mayoritas ahli fiqh menggunakan dasar keumuman firman Allah SWT 

yang melarang membunuh. 

 حساناإالوالدين وب يئاش به رآواشت لاأ عليكم تل ما حرم ربكمل تعالوا اق

بوا الفواحش ما ياهم ولا تقرإ نرزقكن وننحملاق إولادآم من أتقتلوا ولآ

لحق ذالكم وصكم  بالاإتي حرم االله ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس ال

16ا به لعلكم تعقلون  

Lebih ditegaskan lagi dalam ayat:  

                                                 
15 Seperti yang disebut an-Nawawi, Matan al-Arba’in an-Nawawi, (Semarang: Toha 

Putra,t.t), hlm. 18. 
 

16 Al-An’am (6): 151. 
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 قتلهم آان نإياآم إم ون نرزقهحملاق نإولادآم خشية ألوا ولاتقت

17راي آبخطئا  

Allah juga menegaskan dalam surat:  

و فساد أنه من قتل نفسا بغير نفس أسرائيل إلك آتبنا علي بني اجل ذأمن 
18نما قتل الناس جميعا فكأفي الارض  

Pelarangan aborsi tersebut jika dikaitkan dengan kondisi yang 

normal artinya perempuan hamil dengan memiliki suami tanpa ada 

problem apapun. Akan tetapi dalam kaidah-kaidah hukum Islam, hukum 

itu bisa berubah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi serta 

derajat kebutuhannya sehingga dalam situasi tertentu aborsi bisa 

dilegalkan. Hal ini sesuai dengan prinsip menghormati hak reproduksi 

(hif�u an-Nasl) yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam yang masuk 

dalam kategori lima kebutuhan pokok (a�-darūriyyat al-Khamsah)19. Di 

samping hal tersebut, adanya kaidah lā darāra walā dirāra20 (tidak 

membahayakan diri dan orang lain baik secara fisik, mental maupun 

sosial), ad-�arāru yuzālu (bahaya harus dihindari), serta menjaga 

                                                 
17 Al-Isra’ (17): 31. 

 
18 Al-Maidah (5): 32. 

 
19 Lihat, misalnya al-Gazaly, al-Mustasfa min ‘Ilm al-U�ūl, (Bairut: Dar al-Fakr, 

1993), II: 113-115. 
 

20 Imam Jalaludin as-Suyuti, al-Asybah wa an-Na�air, (Mesir: Matba’ah Musthafa, 
1936), hlm. 10. 
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kemaslahatan kehidupan manusia harus dijadikan pedoman dalam 

penetapan hukum. 

 

Adapun unsur-unsur umum dan unsur-unsur jarimah aborsi adalah 

sebagai berikut:  

a. Ada na� yang jelas melarang 

b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah baik berupa 

perbuatan nyata berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan syara’. 

c. Pelaku jarimah. 

Hukuman ditemukan pada setiap tindak pidana harus memenuhi 

syarat:  

a. Hukuman harus ada dasarnya dari syara’ (hukuman yang 

disyari’atkan). 

b. Hukuman ganti rugi dapat ditanggung oleh keluarganya. 

c. Hukuman harus umum. 

Di Indonesia setidaknya terdapat dua produk Undang-Undang yang 

konsen mengatur tentang aborsi, adalah sebagaimana tertulis dalam kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299 yang berbunyi:  

1. Barang siapa yang sengaja mengobati seorang perempuan atau 
mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan 
dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, 
bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum 
penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp 45.000,- 

2. Kalau sitersalah mengerjakan itu karena mengharapkan 
keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam 
melakukan kejahatan itu, atau ia seorang tabib, bidan atau 
tukang obat hukuman itu bisa ditambah dengan sepertiganya. 
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3. Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia 
dipecat daru jabatannya itu.  
 

 

 

Pasal 346 berbunyi:  

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.  

 
Pasal 347 yang berbunyi:  

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
 

Pasal 348 yang berbunyi:  

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
dikenakan pidana penjara  paling lama tujuh tahun. 
 

dan Pasal 349 yang berbunyi: 

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan 
kejahatan yang tersebut  Pasal 346, ataupun melakukan atau 
membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 
Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 
itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”. 
 

serta UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Secara ekplisit 

menempatkan bahwa aborsi termasuk kategori hukum pidana. 
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F. Metode Penelitian 

Kerangka analisis untuk mengkaji studi komparasi aborsi, secara 

mendasar dilihat pada dua perspektif, yaitu hukum Islam dan hukum 

pidana Indonesia. Namun secara metologi dititik beratkan pada beberapa 

literatur yang berhubungan dengan tema tersebut. Oleh karenanya, studi 

ini dinamakan studi literatur. Metode yang merupakan suatu cara yang 

harus digunakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cara utama 

yang harus diterapkan dengan memperhatikan objek subjek yang akan 

diteliti. Karena metode penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup 

maka perlu adanya penjelasan eksplisit dalam setiap penelitian.21 Adapun 

metode penelitian yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah:  

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun mengambil jenis penelitian 

pustaka (library research) yaitu pencarian atau penelusuran data yang 

bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan 

                                                 
21 Winarno Surachmad, Dasar dan Tekhnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah. 

(Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121. 
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diteliti tentang aborsi guna mendapatkan asas-asas dan konsep-konsep 

tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian22. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif23, analitik dan komparatif 

yaitu penelitian ini memaparkan tentang studi komparasi hukum Islam 

dan hukum pidana Indonesia tentang aborsi sebelum akhirnya akan 

mendeskripsikan kerangka hukum dari kedua hukum tersebut yaitu 

hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia mengenai aspek persamaan 

dan perbedaan tentang komparasi hukum aborsi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data hasil penelitian ini lebih bisa 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun meletakkan 

pada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekumder. 

a. Data primer adalah sumber data yang penyusun jadikan sebagai 

rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar 

studi komparasi aborsi dan sebab-sebab melakukan aborsi serta 

siapa saja yang bisa dikatakan melakukan aborsi. Sumber Hukum 

Islam yaitu: al-Qur’an dan Hadis, sedangkan Hukum Pidana 

Indonesia yaitu: KUHP dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan. 

                                                 
22 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, cet. VII, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996), hlm. 32. 
 
23 Lexz J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. XIII (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2000), hlm. 6. 
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b. Data Sekunder adalah sumber data yang penyusun peroleh dari 

buku-buku atau kitab-kitab yang dapat mendukung pembahasan 

permasalahan yang akan dikemukakan. 

c. Data tersier adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek yang diteliti, seperti media masa atau dari 

seseorang yang dapat memberikan keterangan yang dapat dijadikan 

sebagai acuan penyusun dalam penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Deduktif yaitu metode yang cara berfikir analitik yang 

berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum 

diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus. 

b. Metode Komparasi yaitu usaha yang membandingkan persamaan 

dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat dipahami 

dengan mudah dan benar. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang 

latar belakang penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian 

serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian. 
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Bab Kedua, akan menguraikan tentang aborsi dalam pandangan 

hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum Islam, 

pertanggungjawaban pidana terhadap praktek aborsi, tindak pidana aborsi 

dan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi. 

Bab Ketiga, akan menguraikan tentang aborsi dalam pandangan 

hukum pidana Indonesia, yang menguraikan pengertian dan dasar hukum, 

pertanggungjawaban terhadap aborsi, tindak pidana, dan sanksi pelaku 

aborsi. 

Bab Keempat, dalam hal ini penulis menganalisis komparasi 

terhadap tindak pidana aborsi. Mengkolaborasi beberapa temuan mengenai 

hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan perspektif hukum Pidana 

Indonesia. Dalam hal tersebut penemuan-penemuan yang hendak 

disandingkan dalam penelitian ini, penulis melakukan uji relavansi pada 

instrument penelitian, yaitu mengenai komparasi hukum Islam dan  hukum 

Pidana Indonesia, serta aspek-aspek persamaan dan perbedaan dari 

ketentuan hukum keduanya. 

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari semua kesimpulan atas 

pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan di dalam skripsi ini, di sini juga 

akan direkomendaikan (saran) sebagai bahan refleksi bagi semua pihak 

baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan diskursus 

mengenai aborsi maupun para pengambil kebijakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dapat dipaparkan 

dalam bab yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai masalah aborsi dilihat 

dari hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut ini :  

1. Dilihat dari hukum Pidana Islam, tindak pidana aborsi merupakan suatu 

hal yang dilarang, akan tetapi ada yang membolehkan. Hal tersebut 

berkaitan dengan kondisi ibu yang tengah mengandungnya. Oleh karena 

itu aborsi merupakan suatu hal yang diperbolehkan atau mubah dengan 

alasan yang jelas dan bisa dimengerti oleh semua kalangan ulama. 

Sedangkan aborsi apabila dilihat dari segi hukum Pidana Indonesia 

didalam KUHP tidak diperbolehkan tanpa terkecuali, apapun sebabnya 

aborsi dalam KUHP tetap melarang. Karena hal tersebut adanya hak untuk 

hidup yang dimiliki oleh janin yang tidak bisa ditentukan oleh manusia. 

Dan dilihat dari Undang-undang kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang 

Kesehatan, tindakan aborsi pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi ada 

alasan yang benar-benar hal tersebut dilakukan aborsi, karena tanpa alasan 

yang tepat UU Kesehatan tetap melarangnya, hal tersebut harus ada 

indikas dari medis dan dari berbagai dokter ahli. 

2. Berdasarkan pembahasan tersebut ada persamaan dan perbedaan yang ada, 

yaitu bahwa kedua hukum tersebut melarang dan tidak memperkenankan 
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aborsi, karena pada dasarnya aborsi merupakan pembunuhan terhadap 

janin sejak terjadinya pembuahan dan janin tersebut mempunyai hak untuk 

hidup. Maka dari hal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kedua 

hukum pada dasarnya tidak mengizinkan atau tidak membolehkan 

tindakan aborsi dengan alasan apapun. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penyusun 

memberikan kontribusi pemikiran kepada Lembaga Hukum di Indonesia 

untuk dapat lebih memperhatikan berbagai kondisi yang memungkinkan bagi 

tindak aborsi. Sehingga tindakan aborsi bisa dilakukan dengan pertimbangan-

pertimbangan tertentu yang dapat menjadikan perhatian lebih tentang hukum. 

Pada kasus tindakan aborsi, penyusun memberikan kontribusi 

pemikiran bagi Lembaga Hukum agar lebih mempertegas peraturan-peraturan 

melalui perundang-undangan sehingga tidak pidana aborsi tidak 

disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam perundang-undangan 

sendiri perlu adanya ketegasan sanksi atas penyalahgunaan tindak aborsi 

tersebut. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

DAFTAR TERJEMAHAN 

BAB I 

No HLM FTN TERJEMAHAN 
1. 10 16 Katakanlah (Muhammad),”marilah aku bacakan apa yang 

diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-
Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu, janganlah 
membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang 
member rizeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah 
kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat 
ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh 
orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan 
yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu 
agar kamu mengerti. QS Al-An’am (6): 151. 

2 10 17 Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena 
takut miskin, kamilah yang memberi rezeki kepada 
mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh 
suatu dosa yang besar. QS al-Isra’ (17): 31. 

3. 11 18 Oleh Karena Itu Kami Tetapkan (Suatu Hukum) Bagi 
Bani Israil, Bahwa Barangsiapa Membunuh Seseorang, 
Bukan Karena Orang Itu Membunuh Orang Lain, Atau 
Bukan Karena Berbuat Kerusakan Dibumi Maka Seakan-
Akan Dia Telah Membunuh Semua Manusia. Barang 
Siapa Memelihara Kehidupan Seorang Manusia, Maka 
Seakan-Akan Dia Telah Memelihara Kehidupan Semua 
Manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah dating kepada 
mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu 
melampui batas di bumi. QS. Al-Maidah (5): 32. 
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BAB II 

 

No HLM FTN TERJEMAHAN 

4. 20 32 Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, 
dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan Kami 
beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan 
mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan 
dengan kelebihan yang sempurna. QS. Al-Isra’ (17) : 70. 

 

5. 20 34 Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan 
oleh Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) 
yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka 
sungguh, Kami telah member kekuasaan kepada walinya, 
tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam 
pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang 
mendapat pertolongan. QS. Al-Isra’ (17): 31. 

 

6 22 37 Oleh Karena Itu Kami Tetapkan (Suatu Hukum) Bagi 
Bani Israil, Bahwa Barangsiapa Membunuh Seseorang, 
Bukan Karena Orang Itu Membunuh Orang Lain, Atau 
Bukan Karena Berbuat Kerusakan Dibumi Maka Seakan-
Akan Dia Telah Membunuh Semua Manusia. Barang 
Siapa Memelihara Kehidupan Seorang Manusia, Maka 
Seakan-Akan Dia Telah Memelihara Kehidupan Semua 
Manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah dating kepada 
mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 
jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu 
melampui batas di bumi. QS. Al-Maidah (5): 32. 
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KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
BAB XIV TENTANG KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN 

Pasal 299: 

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya 
untuk supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, 
bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu 
rupiah. 

2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau 
menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika 
dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah 
sepertiga. 

3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. 
 

BAB XIX TENTANG KEJAHATAN TERHADAP NYAWA 
 

Pasal 346: 
“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan 
pidana penjara paling lama empat tahun”. 
 

Pasal 347: 
1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 

seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama dua belas tahun. 

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

 
Pasal 348: 

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 
seorang wanita denga persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun empat bulan. 

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
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Passal 349: 
Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan yang 
tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan 
salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, 
maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 
sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana 
kejahatan. 
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UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN 

BAB X 
 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 80:  

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu 
terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

2. Barang siapa dengan sengaja menghimpun dana dari masyarakat untuk 
menyelenggarakan pemeliharan kesehatan, yang tidak terbentuk badan 
hukum dan tidak memiliki izin operasional serta tidak melaksanakan 
ketentuan tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

3. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbutana dengan tujuan 
komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan 
tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 
(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 

4. Barang siapa dengan sengaja 
a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang tidak memenuhi 

standard an atau persyaratan dan atau membahayakan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3). 

b. memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat 
atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia 
dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
40 Ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas ) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- 
(tiga ratus juta rupiah ). 
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Pasal 81: 

1. Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan 
sengaja:  
a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1); 
b. melakukan implant alat kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 36 Ayat (1); 
c. melakukan bedah plastic dan rekonstruksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1); dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta 
rupiah). 
 

2. Barang siapa dengan sengaja 
a. mengambil organ dari seorang donor tanpa memperhatikan 

kesehatan donor dan atau tanpa persetujuan donor dan ahli 
waris atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 Ayat (2); 

b. memperoduksi atau mengedarkan alat kesehatan yang tidak 
memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (2); 

c. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa 
izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (1); 

d. menyelenggarakan penelitian dan atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kesehatan pada manusia tanpa 
memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang 
bersangkutan serta orma yang berlaku dalam masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (2) dan Ayat 
(3); dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,00 
(seratus empat puluh juta rupiah). 

 

Pasal 82: 

1. Barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan 
sengaja 
a. melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagamana 

dimaksud dalam pasal 32 Ayat (4); 
b. melakukan tranfusi darah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 Ayat (1); 
c.  melakukan implant obat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 36 Ayat (1); 
d. melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 Ayat (1); 
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e. melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 70 Ayat (2); dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 

2. Barang siapa dengan sengaja 
a. melakukan upaya kehamilan di luar cara alami yang tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 Ayat (2). 

b. memperoduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi 
berupa obat tardisional yang tidak memenuhi standar dan 
atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
Ayat (2). 

c. memperoduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi 
berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat 
(2). 

d. mengedarkan sediaan farmasi berupa dan atau alat 
kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan 
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (2). 

e. memperoduksi dan atau mengedarkan bahan yang 
mengandung zat adiktif yang tidak memenuhi standar dan 
atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
Ayat (2). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

Pasal 83: 

“Ancaman pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 80, Pasal 
81, dan Pasal 82 ditambah seperempat apabila menimbulkan luka berat 
atau sepertiga apabila menimbulkan kematian”. 

 

Pasal 84: 

Barang siapa : 
a. mengedarkan makanan dan atau minuman yang dikemas tanpa 

mencantumkan tanda atau label sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 Ayat (2); 

b. menyelenggaran tempat atau sarana pelayanan umum yang tidak 
memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan lingkungan yang 
sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (4); 

c. menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3); 
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d. menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan diobati dan atau 
dirawat pada sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana 
pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1); 

e. menyelenggarakan sarana kesehatan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau 
tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta 
rupiah). 

 

Pasal 85: 

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, 
danPasal 82 adalah kejahatan. 

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 adalah 
pelanggaran. 

 

Pasal 86: 

Dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini 
dapat ditetapkan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta 
rupiah ). 
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Sumpah Hippocrates 

Saya bersumpah demi Dokter Appolo dan Asclepius dan 
Hygieia dan Panaceia dan semua dewi-dewi, yang menjadi saksi 
bahwa saya akan bekerja sesuai dengan kemampuan dan keputusan 
sumpah dan perjanjian ini; 

Menghormati orang yang telah mengajarkan ssaya ilmu ini 
saya seperti orang tua saya dan menjalani kehidupan saya dengannya, 
dan jika ia memerlukan biaya saya akan memberikan bagian saya, dan 
menganggap keturunannya seperti saudara saya dari garis keturunan 
laki-laki dan mengajarkan mereka ilmu ini ”jika mereka ingin 
mempelajarinya” tanpa biaya dan ikatan, memberikan ajaran dan 
instruksi lisan dan semua pelajaran lain kepada anak laki-laki saya dan 
anak laki-laki yang telah mengajari saya dan kepada murid-murid yang 
telah menandatangani perjanjian dan telah bersumpah sesuai dengan 
hukum kedokteran, dan bukan dengan hukum lain. 

Saya akan menetapkan susunan makanan untuk kepentingan 
orang yang sakit sesuai dengan kemampuan dan penilaian saya, saya 
akan menjaga mereka dari bahaya dan ketidakadilan. 

Saya tidak akan memberikan obat yang berbahaya kepada 
orang yang memintanya, saya juga tidak akan menyarankannya. Begitu 
juga saya tidak akan memberikan kepada wanita obat aborsi. Dalam 
kemurnian dan kesucian saya akan melindungi kesehatan dan ilmu 
saya. 

Saya tidak akan menggunakan pisau, dan juga alat-alat yang 
terbuat dari batu, dan saya akan menarik diri dari orang-orang yang 
terlibata dengan pekerjaan yang demikian. 

Rumah mana pun yang saya kunjungi, saya akan datangi demi 
kesehatan yang sakit, menjauhkan diri dari maksud-maksud 
ketidakadilan, dari semua kejahatan terutama hubungan seksual laki-
laki dan wanita, baik yang merdeka maupun hamba sahaya. 

Saya berjanji tidak akan membicarakan hal-hal yang mungkin 
saya dengar atau lihat sewaktu mengobati atau bahkan diluar 
pengobatan, berkenaan nyawa manusia yang tidak boleh 
disebarluaskan. 

Bila saya memenuhi sumpah ini dan tidak mengingkarinya, 
semoga saya menikmati kehidupan dan ilmu, dianugerahi dengan 
kemasyuran diantara seluruh manusia sepanjang masa; bila saya 
melanggarnya dan bersumpah palsu, maka biar yang sebaliknyalah 
yang menimpa saya. 

Rujukan : 

Beauchamp, Tom L. dan Childress, J.P. : Principles of Biomedical Ethics, 
(New York: Oxford University Press, 1979), hlm. 280-282. 
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Asosiasi Kedokteran Dunia Deklarasi Jenewa 

SUMPAH DOKTER 

Pada saat diterima sebagai anggota profesi kedokteran : 

 

1. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh pada diri saya untuk 
mengabdikan kehidupan saya untuk melayani umat manusia. 

2. Saya persembahkan rasa hormat dan terimah kasih saya kepada 
guru-guru saya. 

3. saya akan melaksanakan profesi saya dengan penuh kesadaran 
dan kehormatan, kesehatan pasien saya menjadi pemikiran saya 
yang utama. 

4. Saya akan mempertahankan kemuliaan dan tradisi profesi dokter 
dengan kemampuan saya, rekan-rekan adalah saudara saya. 

5. Saya tidak membiarkan pertimbangan agama, kebangsaan, ras, 
partai politik, atau kedudukan social menjadi penghalang antara 
kewajiban dan pasien saya. 

6. Saya akan menjaga sepenuhnya kehormatan hidup manusia 
sejak saat pembuahan, meskipun dibawah ancaman, tidak akan 
menggunakan pengetahuan kedokteran untuk hal-hal yang 
bertentangan dengan hukum-hukum kemanusian. 

7. Saya akan menepati janji saya secara sungguh-sungguh, tanpa 
paksaan dan akan menjunjungnya. 

Rujukan : 

Beauchamp, Tom L. dan Childress, J.F. : op. cit., hlm. 282. 
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Sumpah Dokter Muslim 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 

 

1. Saya bersumpah demi Allah…Yang Maha Agung. 
2. Mengingat-Nya dalam melaksanakan profesi. 
3. Melindungi hidup umat manusia dengan berbagai tingkatan 

dan keadaan, menyelamatkan mereka dari kematian, 
penyakit, rasa sakit, dan kegelisahan dengan sungguh-
sungguh. 

4. Menjaga kehormatan manusia, melindungi pribadi mereka, 
dan menjaga mereka. 

5. Menjaga perangkat rahmat Allah dalam segala hal, 
memberikan perawatan kepada yang dekat dan yang jauh, 
yang saleh dan yang jahat, kawan maupun lawan. 

6. Bekerja keras untuk mencari ilmiu pengetahuan dan 
memanfaatkannya bagi kepentingan manusia dan bukan 
untuk membahayakan ummat manusia. 

7. Menghormati guru-guru saya, mengajari murid-murid saya, 
dan bersaudara dengan sesame dokter yang bersatu dalam 
amal saleh dan kedermawanan. 

8. Menjalankan agama baik sendirian maupun bersamma-
sama, menghindari segala sesuatu yang mencemarkan saya 
di hadapan Allah, Nabi-Nya, dan orang-orang seiman. 

9. Semoga Allah menjadi  saksi. 

Rujukan : 

The International Organisation of Islamic Medicine : Islamic 
Code of Medical Ethics, (Dokumen Kuwait : International Conference 
on Islamic Medicine, Januari 1981), hlm. 93. 
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